KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi
koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi
Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunung Mas;

Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pembentukan
Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009



10.

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1404);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum



Menetapkan

KESATU

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1160);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi
Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat
Bakohumas KPU Kabupaten Gunung Mas adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keanggotaan  Bakohumas Kabupaten Gunung Mas

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan

2. Subbagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Susunan pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Gunung Mas

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pembina:

a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung
Mas; dan

b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung
Mas.

2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunung Mas.

3. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi,
Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

4. Anggota Pelaksana adalah Staf Pelaksana pada Sub Bagian
Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya
Manusia.

Menetapkan tugas-tugas Bakohumas KPU Kabupaten

Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara KPU Kabupaten Gunung
Mas dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk

kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas

pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah;

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi

kehumasan yang diperlukan; dan

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan

kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gunung Mas.



KELIMA : Biaya yang berkenaan dengan diterbitkan Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun

pada tanggal 02 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

An Sari Asie



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN

PEMILIHAN UMUM

BADAN

KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PENGURUS BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

Kedudukan dalam

No. Nama Jabatan
Susunan Keanggotaan
1. | Elfrinst G. Tumon Ketua Pembina
2. | Hardiman Nainggolan Anggota Pembina
3. | Ihwan Anggota Pembina
4. | Sugiono Anggota Pembina
5. | Suwarsono Anggota Pembina
6. | Fransiskus Hartanto Sekretaris Ketua
7. | Yusliahanyi Rasi Ratanata | Kepala Sub Bagian Partisipasi, | Ketua Pelaksana
Hubungan Masyarakat dan Sumber | Bidang Kehumasan
Daya Manusia dan Hubungan Antar
Lembaga
8. | Luteri Suprietno Kepala Subbagian Keuangan, Umum | Ketua Pelaksana
dan Logistik Bidang Umum,
Keuangan dan Logistik
9. | Antika Sari Asie Kepala Subbagian Teknis | Ketua Pelaksana
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Bidang Sumber Daya
Manusia dan Advokasi
10. | Erma Puspitasari Kepala Subbagian Perencanaan, Data | Ketua Pelaksana
dan Informasi Bidang Informasi dan
Organisasi
11. | Yusiana Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Anggota Pelaksana
12. | Usri Sagala Penata Kelola Sistem dan Teknologi Anggota Pelaksana
Informasi
13. | Made Kastre Bujane Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Anggota Pelaksana
14. | Aprian Raharja Penelaah Teknis Kebijakan Anggota Pelaksana
15. | Novia Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Anggota Pelaksana
16. | Timotius Helwin Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Anggota Pelaksana

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 02 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

An Sari Asie




